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-~ Abstrak
Dinas Kependudukan dan Pprrcatatan Sipil Kota Pontianak merupakan an .erja Perangkat Daerah
(SKPD) yang memiliki tdgas dalam menertibkan administtasi.kependudukan®di, Kota Pontianak. Salah
satu dokumen yangedi «diterbit .an.adalah. Kartu Keluarga (KK). Berangkat dari perrﬁasalahan diantaranya
ketidaklengkapan syarat pe‘tbuatan KK, keterlambatan pelaporan, keterlambatan waktu, Jpenerbitan dan
data ganda peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Dinas Kegendudukan
dan Pengatatan Sipildala : mewujudkan tertib administrasi KK di Kota Pontianak. Penelitian ini
mengguhakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sebagai subjek pen,elltlan
adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil- 'yang secara hirarki mngurus pembuatan KK
dan’ beberapa Ketua RT. Strategi ditinjau berdasarkan konsep Taﬂgklllsan yaitu pengelolaan sumber daya
organlsa5| dan_interaksi organisasi dehgan’ lingKkangan.Berdasarkan hasil penelitian; masih pgrlu
peningkatan pada pengelolaan sumber daya orgamsaﬁ dan interaksi organisasi untuk mencapai ttﬁ)ﬁjan
yang sebenarnya. Peneliti memberikan saran agar F£€731emperba|k| cara pengelolaan sumber-daya organisasi

yang belum optimal. Selanjutnya, yang sangat ntlﬁg adalah melakukan inovasi dalam pelaksanaan

interaksi kepada masyarakat. 1 |
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% - 4 Abstract " S—

Dinas Kependud,ukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.is a Reglonal Working UmLJ(SKPD) that has
a job in strlghtenmg demography administration in Pontianak city. ©ne of the docur’ruffnts that published
are Family Card (KK) According to the problems that faced by this department Whl{&h are fragmentary of
regulation of KK- makmg=del@ys of reporting, delays of publishing time and-dotble data, the researcher
wants to describe and analyze the strategy-of-Dinas-Kependudukan dan Pencatat n Sipil in realizing the
KK administration order in Kota Pontianak. This research is using descriptive research, with qualitative
approach. Subject of this research is Civil Servant of Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil which is
hierarchily take control in making KK and some Ketua RT. The strategy observed based on Tangkilisan
concept which is management of organization resources and organization interaction towards
environment.According to the result of this research, the increase of organization resources management
and organizational interaction towards environment to reach the real aim is needed. The researcher
suggests to the related department to improve their way in managing organization resources that still far
from optimum. Then, the most of all is doing innovations in interacting to society.

Keywords : KK, Strategy, Organization Resources Management, Organizational Interaction
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan visi dari  Direktorat Jenderal Selama proses pelaksanaan  pelayanan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bawah  administrasi kependudukan, lembaga pelaksana
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia  yang dalam kaitannya adalah Dinas Kependudukan
yaitu Tertib Administrasi Kependudukan dengan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh program Sistem
Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Tahun 2015, upaya penertiban administrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
kependudukan tentunya telah ada peraturan- adalah sistem informasi yang memanfaatkan
peraturan yang mengatur baik dalam hal prosedur teknologl informasi dan  komunikasi  untuk
pembuatan, syarat yang harus dipenuhi hlngga’pada memfasmtaa pengelolaan informasi administrasi
tarif yang harus dikeluarkan. Semuafhal itu sudah kependudukan "di_tingkat penyelenggara dan
jelas diatur dalam Undapg 'Undang Nomor 23 instansi pelaksana seba '_iatu kesatuan.

Tahun 2006 tentang A(frhlnlstray Kependudukan. Berdasarkan Rencana §trategis (RENSTRA)

Admlnlstraél Kependudukan itu sendiri  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
terbagi mepjadl bagian pendaftaran penduduk dan  Pontianak Tahun 2009 — 2014, Jumlah penduduk
pencata,mn sipil. PeIayanan pendaftaran penduduk Kota Pontlanak pada tahun; 2009 adalah 595 601
terdifi dari beberapa dokumen yaitu Kartu Keluarga jlwa sedangkan hingga akhir tahun"2012 berjumlah
(KK’, Kartu Tanda Pend duk (KTP), Surat _—__669.340, jiwa. Jumlah tersebut mentinjukkan bal?w
KetePgngan Tempat Tinggal (SKTT) bagi orang " terjadi ‘pertambahan pada jumlah penduduk Kota
asing, Pindah...Datang Penduduk WNI dalam Pontianak dalam 3 tahun terakhir. ini. Juhlah
Wllayal’i NKRI, Pindah Keluar Penduduk WN t‘ﬂenﬂuduk Kota Pontianak y ng semakin berta,h1bah
dalam Wllayah NKRI, Pindah Keluar Negeri, 5 erﬂ)uat Dinas Kependudukan dan Penca;étan
Pindah Datang dari Luar Negeri dan Kartu |dent'¥"$ "Suﬁ' harus lebih gencar melakukan berbagal
Penduduk Mu5|man (KIPEM). ,’strategl—strategl ataupun sosialisasi dalam,,Jrangka

Pencataian Sipil terdiri dari Akta Kelahiran, upaya penertiban administra i kependuqﬁkan.
Akta KematlarhAkta Perkawinan, Pemb@talan - o .- Dalam rangka mewujudkan tertil:i:administrasi
Perkawinan Non""‘-lyluslim, Pembatalan Perceraian kartu keluaréa tentunya Di ‘as Kgp'éndudukan dan
Non Muslim, P;é‘ngangkatan' Anak™ (adopsi), Péncaiatan Sipil Kota Pontianak'!.harus mengambil
Pengakuan Anak, Pengesahm Anak Perubahan  langkah strategls LangkahfStrategls yang di ambil
Kewarganegaraan, Perubahan Nama dan Perubahan mengacu pada tujuan akhir yaitu terwujudnya tertib
peristiwa penting lainnya. Dokumen-dokumen  administrasi. Segala hal mengenai program demi
tersebut menjadi tugas dari Dinas Kependudukan terwujudnya tertib administrasi kependudukan
dan Pencatatan Sipil sebagai Satuan Kerja menjadi tugas utama dari Dinas Kependudukan dan
Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki hak Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
dalam menerbitkan . Peneliti melakukan pra penelitian yang

dimulai bersamaan dengan kegiatan Praktek
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Pengalaman Kerja (PPK) tahun 2012 di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pontianak yang terletak di Kantor Terpadu JI.
Sutoyo. Selama kegiatan PPK berlangsung, peneliti
menemukan beberapa masalah yang secara umum
dikatakan

administrasi KK. KK menjadi salah satu identitas

dapat bahwa  belum tertibnya
yang penting dimana KK akan selalu berubah jika
peristiwa kependudukan berubah. Contohnya untuk
setiap perpindahan alamat akan berpengaruh

dengan perubahan alamat di KK.

Beberapa fenomena yang  mendukung
mengenai permasalahan  belum tertlpnya
administrasi  kartu  keluarga }d&l"h data

kependudukan dari kartu keluarg'a bersifat ganda
misalnya satu pendudukmemlllkl dua alamat pada

keluapd‘a

terungkap karena perallhan dari sistem manual

dua Kkartu Permasalahan tersebut

menjadi S|§tem SIAK ssehin ;ga semua data KK',

yang bersifat ganda dapat diidentifikasi oleh Dinas

Kependudukan dan " Penc:tatan Sipil Kota
Pontianak.§

Adapq‘n jumlah®Nomor Induk Kependudukan
(NIK) yang‘ bersifat ganda yaitu 7.125 untuk <
klasifikasi ga‘nda antar Kabupaten/Kota dan 9242
untuk kIaS|fIkaS|

keseluruhannya &perjumlah 16.367. Jumlah data

ganda dalam kota sehlngga

ganda yang sudarﬁ-“dlbersmkan pada tahun 2013
sebanyak ‘1;.1 750 menjadi— 876 .'data

sebenarnya. Berdasarkan jumlah tersebut dapat

adalah

diketahui bahwa Jumlah data ganda masih tinggi
dibandingkan data yang sudah di ibersihkan.

Masalah lain yang ditemukan adalah proses

pelayanan pembuatan KK yang belum tertib. Hal
ini terlihat pada banyaknya masyarakat yang belum
mengetahui tata-cara, syarat untuk membuat KK
dan terlambat dalam melaporkan perpindahan.
faktor kebutuhan

Selanjutnya mengenai

penggunaan Kartu Keluarga sehingga tidak sedikit
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masyarakat yang langsung berurusan dengan
Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
untuk mempercepat proses pencetakan sehingga
tidak sesuai dengan ketentuan umum yang sudah
diberlakukan.

Jumlah masyarakat yang melakukan pindah-
masuk antar Kabupaten/Kota pada 6 bulan pertama
di tahun 2013 adalah sebanyak 1416 orang
sedangkan jumlah masyarakat yang melakukan
perpindahan dari Kota Pontianak ke Provinsi lain
adalah sebanyak 473 orang. Berdasarkan kedua
oGS
masyarakz;t' "Sia'ng.m}elakuk n pindah-masuk dari
Bulan Januari hingg—a“"Juq‘i\:[ahun 2013 adalah
sebanyak 11.889. Banyaknya ]W.'_ih KK tersebut

tersebut diperoleh bahwa jumlah

tidak semuanya berlangsung tertib néh'lun masih
ada permasalahan permasalahan seperti kekurangan
syarat pemb},ratan KKyan | telah dltentukan dan

keterlambafan ~pelaporan  sehingga
pembuatan di pendlng
‘—Adapun Jumlah data b rmasalah yang didapat !
okeh Qenelltl sehingga pernah menjadi pendlngan
sebanyak 124 berkas selama 3 bulan. Jumlahl
t(lhaj‘ '- menunjukkan tingkat kesadarar';
me‘sﬁara&&t mengenai tertib administrasi KK ma$|h
remkah Selain itu kesalahan tersebut tidak J]auh
dari pengelolaan-yang dilakukan terhadap sumber
daya yang ada terutama Su 'ber Daya Manu‘5|a dan
M'esin'nya Permasalahaﬁ*permasalahan tersebut
yang membuat peneliti tertarik untuK mengetahm
strategi Dinas Kependudukan dan _j?encatatan Sipil
"pgrm/asalahan demi

dalam _menyelesaikan™"

terciptanya tertib administrasi kependudukan.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dengan beberapa
permasalahan, data, fakta dan fenomena
mendukung yang telah dipaparkan sebelumnya,

maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini

3
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adalah Bagaimana strategi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tertib
administrasi kartu keluarga di Kota Pontianak?

3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
dan

a.  Mendeskripsikan Menganalisis

Pengelolaan ~ Sumber Daya Organisasi
yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan
tertib administrasi kartu keluarga di Kota
Pontianak.

b. Mendeskripsikan dan

Interaksi Organisasi yang dlla.la,'fEan oleh

Dinas Kependudukan daﬁ’ Pencatatan Sipil

dalam meWUJudKan tertib “administrasi

kartu keluapg‘a di Kota Pontianak

-

A

4. ManfaatPenelltlan

Penel‘tlan ini dimaksudkan untuk memberlkan '

data dan hasil penelitian yang kemudian dlgunakan
sebagai tolak ukur pembuatan kebijakan dalam

bidang kep%ndudukan oleh inas Kependudukan

dan Pencatettan Sipil Kota  Pontianak. Melalui _gq’u# u<a “‘kelola” mengandung arti serangkalan
l

penelitian |n|,, peneliti dapat menerapkan teori
|

dengan keadégn di lapangan. Peneliti juga
mendapatkan be}rbagai pengalaman yang kemudian
dapat dijadikan acuan dari teori-teori yang sudah
didapatkan dan dlper&_jarl selama masa perkuhahan

berlangsung. Y

%

B. TEORI DAN METODEI\_'"GIs‘, -
1. Teori o
a. Strategi
Pada hakekatnya, strategi menurut Tangkilisan
(2005:77), menyatakan :
“Strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi
atau badan pemerintahan terhadap perubahan

lingkungan eksternalnya... Ditinjau dari perspektif
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Menganglisisr‘

%’_

manajemen, strategi adalah upaya pengembangan

keunggulan organisasi atau institusi dalam

lingkungan eksternal yang kompetitif untuk
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Strategi
dibutuhkan

masyarakat, kemajuan teknologi dan tuntutan

karena  adanya  perkembangan
secara keseluruhan, karenanya pada dekade terakhir
ini, terlihat perkembangan pemakaian teknik-teknik
yang sesungguhnya merupakan langkah strategi
yang dilakukan sebagai respon organisasi atau
institusi untuk memperbaiki cara pengelolaan
sumper daya dan kemampuan untuk mencapai
suatu tlij;;r'r.”*‘

Berdasarkan péngeQE\n tentang strategi di atas
secara jelasrumusan strategi ?ﬂe{!}{inggung masalah
o

tentang ' .,

1. Penggunaan atau pengelolaan suﬁ‘rber daya

organlsa3| b :

2. Int’erakS| organisasi dengan Ilngkungan ‘- .
Iuar - |

b Pefpelolaan Sumber Daya Organisasi*™
r
Pengelolaan adalah su :tu istilah yang berasal|
dan

ing bertujuan  ntuk menggali

us
e )
me"hanﬁatkan segala potensi yang dimiliki secara
efe‘mf dan efisien- guna m ncapai tujuan tertentu
yang telah direncanakan sebelumnya. Pengelolaan
sebuah orga;ni'sasi tentu melibatkan Berbagai
sumber daya yang meru akan aset norganisasi
tersebut. Menurut  Brantas daylar’n Makmur
(2009:13) Terd@p 5 jenis sumbéf'daya organisasi
ya_ng_ terkenal dengan istilah 5M, yaitu: Man,
Money, Material, Machine, Methode.
a). Man (manusia)

Sumber daya yang harus dimiliki oleh setiap
organisasi adalah sumber daya manusia karena
manusia merupakan kunci dari pengelolaan sumber

daya lainnya. Manusia merupakan komponen yang

4
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paling penting dalam suatu organisasi. Menurut
Tohardi (2002:4), ada 4 alasan manusia sebagai
komponen terpenting yaitu
a. Manusia yang menciptakan komponen lain
seperti  struktur organisasi, menciptakan
teknologi dan prosedur Kkerja.
b. Keberadaan manusia  sebagai  motor
penggerak utama
c. Keberadaan manusia tidak bisa ditiru oleh
orang lain, keunggulan manusia merupakan

keunggulan kompetitif yang juga sekaligus

dapat digunakan sebagai keunggulan
komperatif
d. Kemampuan manusia  dapat  terus

dikembangkan, bahkan hampir tanpa batas
b). Money (uang)
Salah

berpengaruh

satu sumber daya yang cukup

dalam rangka menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan pada manajemen

yang bersangkutan adalah ketersediaan uang |

sebagai salah satu indikator ~ untuk menentukan

sehat atau tidaknya suatu man jemen.

c). Material (bahan baku kerja)
Menurut Makmur (20

manajemen

|

9:87) Perlengkapan B

kerja dalam sebuah organlsa5|

pemerintah keberadaannya  erupakan suatu hal
yang mutlak dan menentukan keberhasilan aktivitas
yang harus dikerjakan.

d). Machine (peralatan mesin)

Kemajuan llmu Pengetahuan dan Teknologi
membantu organisasi dala mencapai tujuan.
Mesin berhubungan erat dengan bahan baku kerja
karena berhubungan langsung dengan hasil kerja.
Machine atau mesin digunakar ~ untuk  memberi
kemudahan atau menghasilkaa keuntungan yang
lebih besar serta menciptakan efesiensi kerja.

e). Methode (tata kerja organisasi)
Menurut Soedjadi dalam Makmur (2009:85)

Tata Kerja adalah cara pelaksanaan kerja yang

Mega Adelika

seefisien mungkin atas suatu tugas yang diperoleh

dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan,
fasilitas, tenaga kerja, wakt, jarak biaya, dan lain

sebagainya.

c. Interaksi Organisasi

Organisasi terbentuk karena adanya interaksi
sosial. Menurut Thibaut dan Kelley dalam Ali
(2004:87) mendefinisikan interaksi sosial adalah
peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain
ketika dua orang atau lebih hadir bersama, mereka

bed<omun|ka5| satu sama lain.

Ly Syarat terjédmya |nterak5| sosial adalah Kontak

Sosial dan Komunlkagr-

T

a). Kontak'Sosial oy
Kontak sosial berhiffrungan
Menurut Handoko ~(2002:29), Kor‘f'['alg1 sosial

adalah h_uBungan antara satu pihak déﬂgan

“berarti sosial.

pihak Iéin yang meru akan awal terjadin;ié._,

|nterak3| SOSIal dan masing-masing pihak saling
-—be#eak5| mesklpun tid - k harus” bersentuhan
 sec se'sara fisik. Kontak sosial dapat . terjadl‘
Iaupun dua pihak hanya saling berhadapan

h
Kontak Sosial dapa1

ertatap muka.

*d‘la ﬁfan dengan dua cara yaitu Iangsung dan

qﬁdak Iangsung
b). h(omunlkam
Komunikasi adalah proses pemindahan pendertian
dalam bentuk_ g-agasan, informasi dari segec;rang ke
orang lain (Handoko, 2002 : 30). Men’urﬂt Cangara
(2008 : 22) Komunikasi antar manusia hanya bisa
terjadi  jika ﬂa _e;tau

~ seseorang kelompok

menyampaikan pesan ke orang lain. Komunikasi

dapat terjadi karena adanya unsur-unsur pendukung
di dalamnya sehingga komunikasi berjalan dengan
baik dan teratur. Adapun unsur-unsur pendukung
komunikasi menurut Cangara (2008:22) adalah

sumber, pesan, media, penerima pesan dan efek

oleh penerima.
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2. Metode Penelitian
dilakukan

penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan

Penelitian ini menggunakan  jenis

dengan teknik observasi,

studi

wawancara Secara

mendalam, dan dokumentasi.  Tahapan
analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pontianak. Subjek dalam penelitian ini adalah

Kepala Dinas, Kepala Bidang Pelayanan
Kependudukan, Kepala Seksi Mutasi Penduduk,
dam Monitoring"ﬂaﬂ
Operator KK serta beberapa Ketug RT di Kota

Pontianak, yang dipilih deng_a,rv‘féknik purposive

Kepala Seksi Evaluasi

sampling. Selanjutnya yamg menjadi objék

penelitian adalah Strafegl Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Slp;kKota Ponuanak. Dalam penelltlar)

ini, teknik_ﬂ.liéabsahan datar menggunakan teknik“_

triangulas‘lnsumber dan-melakukan diskusi serta

konsultasiidengan pembimbin .

!

#

C. HASII!’;PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

lem
 yaite

1. Pengelbllaan Sumber Daya Organisasi
a. Manﬁsia
Dinas Ké’pendudukan dah Pencatatan Sipil
Kota Pontianak memlllkl p gawai sebanyak 59
orang Yyang teﬁiebar ke

bagian  pelayanan

kependudukan, pené‘a‘t‘atan
Té'r'hp.at
Kependudukan (TPDK) tldak hanya di Dinas
Pen?‘tét‘am-ﬁjpﬂ__
Pontianak tetapi juga di setiap Kecamatan di Kota

sipil dan-informasi

kependudukan. Perekaman Data

Kependudukan dan Kota

Pontianak. Pelayanan KK di TPDK Kecamatan

menangani perubahan KK karena perpindahan
penduduk antar kelurahan, antar RW dan antar RT
di yang
menangani pelayanan KK di Kecamatan berjumlah

satu kecamatan. Jumlah pegawai
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16 orang dengan setiap kecamatan berjumlah 2-3
orang.

Berdasarkan beban kerja yang dimiliki yaitu
melaksanakan pelayanan di bidang kependudukan,
tentunya jumlah operator yang hanya 1 orang tidak
mencukupi untuk menyelesaikan berkas masyarakat
yang membuat KK setiap harinya. Mengatasi
permasalahan mengenai terbatasnya jumlah sumber
daya manusia, Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pontianak memiliki cara
tersendiri dalam mengelola pegawainya. Beliau
mdakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai
setlap hal’lnyi terhadap yang telah
dijalankan mulai darf“agg‘_l'\pagl hingga jam Kkerja

tupoksi

selesai. ey

Berdasarkan. hasil pen Iltlar; yanq bersumber
dari hasil observasi, wawancara dan dokbmenta5|
Sumber Daya Manusia menjadi hal pokok yang."
menyebablgén terjadinya kelemahan. dalam sisteﬁ‘l».c‘
: dan Pencatatan Sipil ]
di Kota Pontianak. ‘“

mengaki batkan |

kerja Dings Kependudukan
uhtTkmencapi;a\i tertib K
Piar_rtisalahan utama ang
emahnya pengelolaan sumber daya orgamsasn
u tasnya jumlah ‘umber daya manu5|a
) }/a?g,me’ﬁfnganl KK. Banyak masalah yang terjadl

kar?na terbatasnya jumlah  sumber daya manusia
f

B

dla}vtaranya y
a).

= mengakibatkan

Terbatasnya jumlah operator / yang
berkas KK

sehingga waktu pényelesaian

pembuatan
menumpuk
pembuatan terkadang melebipi’ waktu yang

telah ditentukan. = —

b). Jumlah petugas bagian verifikasi yang
mengakibatkan seringnya kekurangan syarat
dalam pembuatan KK sehingga banyak berkas
yang ditahan oleh Kepala Mutasi Penduduk.

b. Uang
Sumber Daya Uang harus dikelola sesuai

dengan ketentuannya tanpa dikurangkan atau
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dilebihkan. Hal itu dikarenakan jika terjadi
penyimpangan, organisasi tersebut yang akan
bertanggung jawab sepenuhnya. Saat ini, korupsi

sudah menjadi kasus yang merajalela terjadi di

kalangan pemerintahan. Seiring dengan
membudayanya kasus korupsi, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) juga gencar

melakukan pemeriksaan baik terhadap Dinas
ataupun masing-masing pegawainya. Tidak adanya
keluhan dari masyarakat merupakan salah satu
bukti Dinas dapat mengatur keuangan.

Keputusan Pemerintah Kota Pontianak yang
langsung menangani keuangan yang berasal da;w'
biaya administrasi oleh masyarakat yaagmengurus
pembuatan KK menjadi salam satu cara dalam
mengantisipasi terjadlnya penylmpangan dana oleh
suatu Dinas. Tentunya‘ cara tersebut harus selalu

berdampingan ﬁéngan adan /@ pengawasan daﬁ

pemerlntah Kota Pontianak: mengenai kesesualani

antara pémasukan keuangan yang dlsetorkan
dengan Jl‘mlah KK berbayar yang dibuat oléh
masyaraka; setiap harinya sehingga penting adanya
laporan keﬂ?ngan oleh Dinas sebagai laporan

pertanggungj'awaban Tidak adanya keluhan dari«
masyarakat rﬁengenal keuangan merupakan salah
satu bukti pendelolaan yang dilakukan Dinas sudah
cukup baik. }».

3
c. Mesin %

Hasil cetakar;‘leK yang baik- dan b'enar.
tergantung dari pengerolaan yang dllakukan oleh
petugas terhadap komputar dan prlnternya Dinas
Kependudukan dan Penc ‘fatan~wSipil_ Kota
Pontianak khusus untuk bagian KK memiliki?
buah komputer dan 2 buah printer. Namun, 1 buah
printer mengalami kerusakan pada jarum tinta
sehingga hasil cetakan tidak sempurna.

Selama peneliti melakukan penelitian di Dinas
dan Pencatatan Kota

Kependudukan Sipil

Pontianak, bukan hanya jaringan yang menjadi

Mega Adelika
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listrik.
padam dapat diatasi

penghambat tetapi juga padamnya
Sebenarnya, listrik yang
dengan  bantuan  genset namun  ternyata
permasalahan utamanya terletak pada petugas yang
menghidupkan genset tidak bekerja lagi. Hingga
saat ini, belum ada yang menjadi pengganti
sehingga jika listrik padam, semua pegawai saling
menunggu listrik hidup kembali untuk memulai
aktivitas.
Jaringan membuat

terputus semua

yang
aktivitas pembuatan KK menjadi terhenti. Selama
peneJltlan dilaksanakan, jaringan pernah terputus
pallng Iamé hmgga 5 jam sehingga pencetakan KK
menjadi terhenti. Tldak‘hanya di Dinas, semua
Kecamatanrjuga pernah
yang
menyelesaikan tugas pencetakan di Dina's:"--.,*
d. Bahan Bal__«f Kerja

Bahan baku kerja yang

“Pengalami putusnya

jaringan solusinya ~ Setiapw, Kecamatan
-

A
"

enjadi tanggung jaw;l}.c‘
Dinas Kependudukan dan Pencatatan. Sipil Kota ]
Pﬁanak adélah formulir dan blanko pendaftaran }‘
p mbl‘latan KK. Pengelolaan bahan ‘baku kerja
suda? dilaksanakan baik oleh Dinas yang selama,

‘l daﬁ pernah ada kekurangan. Banyaknya

fin
!qpeMda formulir dan blanko sudah dlant|5|pa5|

dengan memesan hingga seratus ribu Iembar
Sekgallknya bahan--baku
permasalahan berasal dari-masyarakat sepertl Surat

syarat

IV‘

kerja yang menjadl

Pengantar RT _yang. menjadl utama
pembuatan KK. g
Pengelolaan terhadap bahan l;a‘ku kerja oleh

Dinas Kependudukan .dan--Péﬁ'cEfatan Sipil Kota

Pontianak dalam pembuatan KK melibatkan 2

pihak yang saling berhubungan yaitu Dinas dan

Masyarakat. Dinas sebagai penyedia blanko dan
formulir yang harus diisi dengan data yang valid
dari masyarakat sedangkan Masyarakat sebagai

penyedia persyaratan lainnya yang digunakan
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sebagai pendukung kebenaran data yang diisi pada
formulir dan blanko.

Pengelolaan terhadap bahan baku kerja akan
mempengaruhi hasil akhir dari data pada hasil
cetakan KK. Cetakan KK yang benar juga karena
bahan baku kerja yang sesuai sehingga data pada
cetakan benar adanya. Dokumen-dokumen yang
menjadi syarat pembuatan KK tidak semata-mata
hanya sebagai syarat saja tetapi setiap dokumen
bukti

untuk  mencapai

pasti memiliki fungsinya vyaitu sebagai

kebenaran data sehingga

kelancaran dalam proses pembuatan KK harus
adanya keseriusan pegawai dalam melaksanﬁkan
: masyanak‘é't untuk

i l

melengkapi persyaratan. -

tugas dan partisipasi aktif

-~

e. Metode F

-

Mengatasi ke_tid%ktahuan masyarakat dalam

hal persyaratqn“' dalam membuat KK, Diha_s

Kependuduﬂka'ﬁ dan Penc ‘tatan  Sipil |

Pontianak memiliki metode baru yaitu pengadaan

petugas di bagian pendaftaran khusus untuk

informasi yang diberi nama Layanan Informasi.
Metode Iairlnya yang digunakan adalah masyarakat
yang
pembuatan KK dapat langsung menemui Kepala

mehgalaml permasalahan
Bidang Pelayal"lan Kependud kan ataupun Kepala
Seksi Mutasi Peﬁduduk

Salah satu pé{masalahan. mendasar yang ;
terjadi pada data kebgnduduk.n masyarakat di' KK
adalah data bersifat gé’hdg. - Berdasarkan-hasil
penelitian mengenai data?’gqn a, metdde yang baru
digunakan adalah pembloki}aﬁ‘data-,.ymg_btﬁifat
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Kotai“_

mengenal «

yang memiliki identitas ganda akan mengetahui hal
tersebut pada saat melakukan atau mengurus
keperluan untuk dokumen kependudukan lainnya.
Saat itulah masyarakat yang bersangkutan harus
menemui Bidang Informasi Kependudukan untuk
meminta dibukakan datanya dengan memberikan
keterangan mengenai identitas sebenarnya.

Metode yang digunakan dalam pelayanan
KK bersifat

dengan

pembuatan flexibel.  Pelayanan

dilaksanakan mengikuti  dinamika
masyarakat. Metode tersebut sangatlah tepat karena
pel.ayanan berhubungan  langsung  dengan
masyarakal’ hakus mellhat k :adaan dari masyarakat
itu sendiri sehlngga tldaKad pihak yang dirugikan.
2.InteraksirOrganisasi x‘“‘u.,

Sejak dikeluarkannya ndanglJndang Nomor
. 2006

Kota

23
KependuduKaﬁ,

tahun - tentang Adm;,nlstra5|

Pontianak  memulai
melakukan'.“sosialisasi pad
tahunr)ya selalu aiadakan

pénT;uJuhan dtau sosialisasi melalui Ketua RT di

tlap‘KeIurahan

‘ r\dapun interaksi yang sudah dllaksanakan,
’bl

5 Kependudukan dan Pencatatan Slpl'i
Ktiia, Pot |anak adalah berbentuk pembagian buku
saHﬂ tentang administrasi kependudukan d_an
sosgallsam setiap-tahunnya  serta interaksi secJara
langsung yang dapat dilakukan pada bagian'/

i Beinbagian Bu'k'tj Saku
merupakan salah satu’bentuk kontak sc3§fél yang

informasi di  Dinas...

didalamnya terdapat ketentuan dar;;"persyaratan

dalam mengurus _dokumé” kependudukan.

ganda. Data akan dihapuskan dari sistem sehingga
akan berpengaruh di kemudian hari jika masyarakat
sedang mengurus dokumen kependudukan.

Data ganda disini maksudnya adalah 1 nama
berada pada 2 KK yang berbeda alamatnya. Untuk
menertibkan data — data yang bersifat ganda itulah
dilakukan metode pembekuan data. Masyarakat

Mega Adelika

Sosialisasi yang dilaksanakan setiap tahunnya
mulai dari tahun 2007 sudah menunjukkan interaksi
yang baik. Sosialisasi ditujukan ke semua Ketua RT
yang mewakili seluruh  masyarakat di Kota
Pontianak.

Salah satu cara interaksi yang penting adalah

adanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga
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masyarakat dapat mengetahui tentang pentingnya
KK dan juga mengetahui kebijakan-kebijakan baru
KK. Tahun 2013
merupakan tahun ke -7 dilaksanakannya sosialisasi.
sudah 7 Kkali
peningkatan tertib administrasi KK belum juga

yang berhubungan dengan

Meskipun adanya sosialisasi

maksimal. Setiap harinya masih selalu ada
permasalahan dalam pembuatan KK. Selama

penelitian pun, peneliti melihat dan menyaksikan
secara langsung masyarakat yang berhubungan
karena permasalahan dan

kurangnya syarat

keterlambatan waktu pelaporan.

Kegiatan sosialisasi yan ; diikuti oleh p'ggeh'ﬁ"

adalah Kelurahan Mariana dan Kelggahaﬁ':l'engah
di Kecamatan Pontianak Kot_a__.yﬁﬁg dilaksanakan
pada malam hari tanqgai"fZ dan 17 Juni 2013,
Sosialisasi dilaksanatfein di .anter ‘Lurah dengan
peserta yang tE‘.PdII’I dari Ketua RT/perwakilan dan
beberapa pegawal Keldrahan.
narasumbé? atau pembicara dalam sosialisasi
adalah sebagai berikut ;" i

1. Sekretaris Dinas ( Narasumber Utama )

2. K%?ala Bidang Pela ,anan Kependudukan
(KK KTP, Surat Pin :ah)

3. KepéJa Bidang Pen .atatan Sipil ( Akta
Kelahlran Kematian,iPerkawinan dan
Percera}gn)

4. Kepala Bigang Informasi Kependudukan.
(Data Kepghgudukan - '

Kegiatan SOS|aI|s'aS| dipimpin Iangsung oleh

Lurah atau pegawai Kelurahan yang mewakili

dengan membagi acara menradr~2.,§es_L yaitu
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Adapun sebagal“_

D. Simpulan dan Keterbatasan
1. Simpulan
bab

sebelumnya, maka peneliti dapat mengemukakan

Berdasarkan pembahasan pada
kesimpulan sebagai berikut :

a. Pengelolaan  Sumber Daya  Manusia
dilaksanakan dengan jumlah yang dapat
dikatakan terbatas terutama pada bagian
operator pembuatan KK yang hanya 1 orang
dan minimnya kemampuan pegawai dalam
menguasai komputer.

D ,Pengelolaan terhadap bahan baku kerja yang
- berasal’ dari, Dlnas sudah dilaksanakan dengan
baik kecuali bahmbaku kerja yang berasal
dari masyarakat mas]?? sering mengalami

Aeng S

persyaratan pembuatan KK.

kekurangan menyéﬁ’g-k_qt dengan

7“.

C. Pengelc__lléan terhadap mesin pembu;f"'-QQn
pencgték KK belum mengalami permasalaha;h.c‘
~yang beréi;[ walaupun jumlahnya masih |
——terbllang kurang namun permasalahan yang ’f
sebenarnya yaitu pada jaringan S|stem'
ﬁmbuatan KK dan listrik. KK dlbuat dengan,

siste online
V mengaklbatkan terhentinya aktivitas pegawal

gunakan sehlngga

tusnya jaringan atau padamnya Ilstmk

L dalam memproses pembuatan dan pencetakan

s
v

KK. '
interaksi
wujud pembagiah buku saku kepqn'audukan

Pelaksanaan organisasiy dengan
dan “sosialisasi kepada:masya/rakat melalui

Ketua RT belum me--uﬁjTJT(kan peningkatan

penyampaian materi oleh narasumber dan tanya
jawab antara masyarakat dengan narasumber. Pada
saat itulah terjadi interaksi secara langsung dari

masyarakat yang diwakili Ketua RT dengan
Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pontianak.

Mega Adelika

yang mak5|mal walaupun sudah dilaksanakan
sejak tahun 2007.

2. Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan  penelitian

yang
penulis alami selama melakukan penelitian berjudul

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Tertib
Pontianak,

dalam Mewujudkan Administrasi
di Kota

menemukan beberapa kendala yang menjadi

Kependudukan peneliti

keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun yang
menjadi keterbatasan penelitian adalah sulitnya
mendapatkan data konkrit dikarenakan data yang
berasal dari pembukuan bagian pendaftaran
terkadang tidak sesuai dengan data yang berasal
dari pembukuan Kepala Seksi Mutasi Penduduk
dan terdapat buku arsip yang hilang sehingga

peneliti hanya mengambil data secara umum.

E. Apresiasi
Pada pema-ﬂf~

mengucapkan terima kasih kepada‘ Jajaran pengasuh

"
'_‘J

kesempatan ini, ingin

dan pengelola serta kel'garga besar Program Studi

lImu Pemerintaha;r"yang selama ini sudah

memberikan paleﬁaran dan pgingalaman berharga."-.

Selain itu, vut':“apan terima kasih juga disampaikan“.
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